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BAB IV 

ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP HUKUM MENURUT KAIDAH 

TAGHAYYUR AL-AHKA<M BI> TAGHAYYUR AL-AZMINAH, WA AL-

AMKINAH, WA AL-AHWA<L WA AL-NIYA<T WA AL-‘AWA<ID  DENGAN 

ALIRAN  SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE 

 

A. Konsep Hukum Menurut Kaidah Taghayyur Al-Ahka<m Bi> Taghayyur Al-

Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwa<L Wa Al-Niya<T Wa Al-‘Awa<Id  

Dengan Aliran  Sosiological Jurisprudence 

Hukum Islam telah menemukan konsep baku ditangan para 

Ushuliyyun. Mereka sepakat bahwa hukum adalah Khita>b al-Sya>ri’1
 atau titah 

Allah. Hal ini berarti hukum dalam teori hukum Islam adalah Hukum Tuhan 

bukan hukum yang dapat di buat oleh manusia. Oleh karena itu kesan pertama 

yang terlihat dari hukum Islam adalah hukum yang ideal, abadi, baku dan 

tidak bisa berubah. 

Akan tetapi pada kenyataannya, penafsiran dan penerapan hukum 

Islam itu sendiri membutuhkan campur tangan manusia. Karena pada 

hakikatnya hukum itu dibuat dan ditujukan untuk manusia itu sendiri. Oleh 

sebab itu para fuqaha juga sepakat bahwa tujuan dari hukum Islam adalah 

kemaslahatan manusia. seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, syariat 

dibangun atas dasar kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan di 

akhirat. Pondasi dari syariat adalah keadilan, rahmah (kasih sayang), 

                                                           
1
 Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islami  خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا 

(Damaskus: Da>r al-Fikr, 2009), 46. 
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 kemaslahatan, dan hikmah. Oleh karena itu jika ada masalah yang 

menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut maka bisa dipastikan itu bukanlah 

syariah.
2
     

Oleh sebab itu ada celah untuk mengembangkan hukum Islam atau 

hukum Tuhan seperti yang dijelaskan dimuka. Ungkapan “mengembangkan 

hukum Tuhan” sebenarnya mengandung kontradiksi dalam dirinya. Dilihat 

dari segi bahwa hukum bersumber dari Tuhan, maka hukum tuhan tentulah 

bersifat permanen, mengedepankan unniversalitas, keseragaman dan 

keabadian sehingga istilah mengembangkan tampak tidak tidak serasi disini. 

Tetapi dari segi istilah mengembangkan itu sendiri, persoalan pelakunya 

membawa implikasi lain. Yang melakukannya dalah manusia, makhluk yang 

memiliki peradaban yang terus berkembang. Karenanya apa yang dicitakan 

adalah hukum yang menyamakan dirinya dalam berbagai suasana peradaban, 

dan itu bisa berarti ia akan menawarkan apa yang telah menjadi 

kemapanan(baca: yang diyakini sebagai kehendak Tuhan). Jadi bagi manusia, 

hukum mestilah memiliki sifat adaptif; berkembang, partikular, beragam 

sesuai dengan tuntutan lokalitas dan tidak kedaluarsa.
3
  

Oleh karena itu, dalam sejarah pemikiran hukum Islam, secara 

filosofis memang dikenal adanya tarik menarik antara wahyu dan akal, 

                                                           
2
 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’la>m al-Muwaqi’i >n, Juz III (Bairut: Maktabah al-„Asriyah, 2003), 33. 

3
 Abdul Mun‟im Saleh, Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan 

Hakikat Hukum Model al-Qawa>’id al-Fiqhi>yah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 87. 
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kesatuan dan keragaman, otoritarianismedan liberalisme, idealisme dan 

realisme, hukum dan moralitas serta stabilitas dan perubahan.
4
 

Pasangan-pasangan paradoksal itu bisa dimuat dalam satu pasnagan 

saja, yaitu gagasan tenatng pembakuan dan perubahan (dinamika). Gagasan 

itu tercermin dalam ranah filosofis, metodologis maupun teknis. Berbicara 

mengenai kegiatan menalar, kesempatan atau ruangan untuk melakukan 

penawaran seperti keterangan diatas memang dirasakan selalau ada atau 

diusahakan ada. Hal itu terutama karena gaya legislasi al-Qur‟an sendiri 

memberikan kesempatan seperti itu. Kajian-kajian terhadap ayat-ayat 

hukumdidalamnya membuahkan teori pemilahan antara ayat yang qat’I dan 

z{anni<. Gagasan pemilahan ini hendak menunjukkan ditempat manakah 

manusia harus tunduk sepenuhnya dalam artian tidak banyak melakukan 

penalaran terhadap al-Qur‟an, dan dimana pula ia dibenarkan melakukan 

penafsiran. Setidaknya pemilahan itu memberitahu para pemikir bahwa ada 

ayat-ayat yang cenderung berfungsi menciptakan pembakuan dan ada pula 

yang cenderung memberikan kesempatakn untuk dinamika. Denagn 

ungkapan lain, mestilah disadari bahwa hukum Tuhan memang ada yang 

dirancang baku, dimana segala perubahan dalam masyarakat manusia mesti 

tunduk pada pembakuan itu, dan ada pula yang dirancang untuk mengikuti 

perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam hal ini Imran Ahsan Khan Nyazee 

                                                           
4
 Pembahasan tentang hal ini dapat ditemukan pada Noel J. Coulson, Conflicts and Intension in 

Islamic Jurisprudensce  (Chicago & London: The Univercity of  Chicago, 1968). 
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menggunakan istilah the fixed part untuk menyebut bagian baku dahri hukum 

Islam dan the flexible part untuk menyebut bagian yang lentur.
5
            

Nyazee menganalogkan hukum Islam dengan pohon yang memang 

memiliki bagian baku dan bagian luwes. Analog ini ia buat dalam kaitannya 

dengan peranan kedua bagian itu dalam mendampingai masyarakat muslim 

menyusuru sejarah mereka dari semenjak generasi pertama sampai denagn 

masa sesudah mereka bangkit dari kolonialisme yang melanda negeri-negeri 

mereka. Nyazee berusaha mendudukkan masing-masing bagian itu dalam 

makna penting dan fungsinya sendiri. Hukum Islam adalah hukum yang 

tumbuh terus layaknya pohon. Benih-benihnya disebarkan pada hati dan 

pikiran manusia beberapa bada yang lalu oleh Muhammad, utusan Allah. 

Semenjak itu, ia terus berakar, tumbuh dan mengambangkan cabang-

canganya pada seluruh sisinya. Abad demi abad, pertumbuhannya semakin 

menampakkan bentuknya. Perkembangan dan pertumbuhannya tidak pernah 

berhenti. Cabangnya yang menyebar kemana-mana memberikan naungan 

pada segala sisi penjuru kepada beraneka ragam budaya, masyarakat dan suku 

bangsa.
6
 

Sebagaimana batang sebuah pohon, hukum Isalm memiliki bagian 

yang kukuh dan baku, dan sebagaimana cabang-cabang dan dedaunan, hukum 

Islam memiliki bagian yang berubah bentuk dan warna pada setiap musim. 

Bagian baku dari pohon terletak lebih dekat dengan akar. Memotong bagian 

itu tentu saja membahayakan pohon itu sendiri. Sebagaiman sebuah batang 

                                                           
5
 Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law (Islamabad: The International Institute of 

Islamic Thought, 1994), 52. 
6
 Ibid. 
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pohon, bagian baku dari hukum Islam telah tumbuh langsung dari kaar atau 

sumbernya. Mengubah bagian baku ini akan memengaruhi watak dari sistem 

hukum itu sendiri. Sebagaimana cabang-cabang dari pohon, bagian lentur dari 

hukum telah berubah seiring pergantian waktu, kadang-kadnag mengahsilkan 

buah yang melimpah dan terkadnag berkurang.
7
 

Analog ini dimaksudkan untuk mengatakan bahwa bagian baku dari 

hukum Isla berfungsi sebagai pelindung masyarakat Islam sepanjang masa, 

terutama disaat mereka tidak mendapatkan perlindungan dari cabang-

cabangnya, misalnya, ketika ada kekuatan yang menghalangai atau 

memangkasnya. Keberadaan muslim dinegara sekuler atau dinegara jajahan 

menyebabkan menyebabkan mereka hanya bisa berpegang pada bagian baku 

(batang) dari pohon hukum Islam, sedangkan bagian cabang yang luwes itu 

berada diluar jangkauan mereka untuk mewujudkannya. Bagian baku itu 

dalam keadaan demikian menjadi satu-satunya pegangan hidup bagi 

masyarakat muslim agar tetap memiliki akar yang kukuh dari sumber nilai 

Islam, meskipun sebagai muslim “minimalis”. Kelak jika keadaan telah 

memungkinkan, yaitu ketika penguasa muslim telah memberikan perhatian 

penuh pada cabang-cabang itu, atau kaum muslim telah terbebas dari 

kungkungan penjajah. Cabang-canbang itu bersemi lagi menjadi rindnag dan 

menaungi mereka kembali. Berabad-abad dilalui masyarakat muslim denagn 

beranek dinamika, tetapi pada dasarnya bagian baku dari hukum Islam itu 

                                                           
7
 Ibid., 52. 
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tidak pernah benar-benar berhasil dibongkar hingga akarnya. Kekuatan 

demikian adalah jerih payah fuqaha<’.8 

Nyazee menyebut istilah fixed part dna flexible part ini juga dalam 

kaitannya dengan pembahasan tentang teori-teori hukum yang pernah lahir 

dalam pemikiran hukum Islam yang masing-masing seringkali memiliki 

posisi yuristik dan diametral. Ia setujua dengan penggolongan aliran-aliran 

huku Islam ke dalam aliran kaku dan aliran lentur. Ia lalu mengajukan 

usulannya untuk mengakomodasukan kedua aliran itu, yang ia katakan 

memiliki kelebihan dan kekuatan masing-masing. Menurutnya, pemikiran 

hukum Islam yang menampakkan kekakuan lebih cocok untuk mengatur 

bagian baku dari hukum Islam. Ini berarti tugas-tugas diluar persoalan ibadah 

yang diemban pemerintah suatu negara memerlukan metode pemahamna 

hukum yang luwes, karena pemerintah selalu menghadapi soal-soal baru yang 

muncul di masyarakat.
9
 

Dari semua penjelasan yang dikemukakan oleh Nyazee, menunjukkan 

bahwa secara teoritis hukum Islam dapat dipilah menjadi dua bagian. Yaitu 

bagian yang tetap dan tidak berubah, dan bagian yang lentur atau dapat 

berubah dalam bahasa Nyazee disebut  fixed part dna flexible part.  

Bagian yang dapat berubah atau flexible Part inilah yang kemudian 

menjadi medan ijtihad bagi para ulama. Jadi konsep hukum Islam yang 

kelihatannya kaku dan tidak bisa berubah karena disebut sebagai hukum 

Tuhan, tetapi pada kenyataannya tidak semua hukum Islam bersifat kaku dan 

                                                           
8
 Ibid., 52. 

9
 Ibid., 190. 
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tidak bisa berubah. Ada bagian yang lentur dan dapat berubah menyesuaikan 

dengan perkembangan masyarakat, karena sudah menjadi sifat alami dari 

masyarakat itu sendiri yang mengalami perkembangan secara terus menerus. 

Hal inilaha yang kemudian pahami oleh para ahli hukum Islam, yang 

kemudian mereka tuangkan dalam  salah satu kaidah dari al-qawa>’id al-

fiqhi>yah. Yaitu Taghayyur al-ahka<m bi> taghayyur al-azminah, wa al-

amkinah, wa al-ahwa<l wa al-niya<t wa al-‘awa<id.10  

Dari kaidah ini sangat jelas bahwa hukum dalam teori hukum Islam 

selalu mengikuti perkembangan masyarakat.  Perkembangan masyarakat yang 

tidak pernah dalam keadaan statis, masyarakat selalu mengalami perubahan 

dan perkembangan, semua realitas sosial senantiasa berubah dengan derajat 

kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda.
11

 Di sisi lain sumber 

otentik hukum Islam yaitu al-Qur‟an dan sunah sangat terbatas. Hal ini 

kemudian yang menjadikan para ulama berijtihad menemukan metode 

pengembangan hukum yang salah satunya melalui al-qawa>’id al-fiqhi>yah 

dengan metode induktif. 

Al-qawa>’id al-fiqhi>yah sebenarnya merupakan perumusan esensi dari 

hukum Tuhan dan rumusan yang bisa dinalar oleh manusia. Hukum Tuhan 

sejauh yang bisa dirumuskan esensinya oleh manusia adalah uangkapan yang 

tidak berlebihan. Esensi-esensi ini kemudian diperlakukan sebagai kaidah 

umum yang berlaku seluas mungkin, kecuali jika bisa dibuktikan berbeda.
12

 

                                                           
10

 al-Jauziyah, I’la>m al-Muwaqi’i >n, 33. 
11

Alimandan, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada, 2011), 9. 
12

 Saleh, Hukum Manusia, 241. 
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Pada dasarnya al-qawa>’id al-fiqhi>yah memerlukan sandaran tekstual 

bagi keabsahannya. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan mengapa fungsi 

nas harus digantikan dengan al-qawa>’id al-fiqhi>yah. Setidaknya ada dua 

alasan: pertama, agar ayat-ayat dan hadis itu terlepas dari kaitan 

kontekstualnya. Dengan cara ini daya cakupnya menjadi lebih luas tidak 

terikat pada konteks dimana ayat itu diturunkan saja. Kedua, memperluas 

lebih lanjut daya cakup nas itu sendiri , sehingga nas bisa berlaku untuk 

banyak kasus lain.
13

 

Hal ini menunjukkan bahwa al-qawa>’id al-fiqhi>yah juga sangat 

berperan dalam menjangkau kasus-kasus hukum yang belum dapat dijawab 

oleh nas}. sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara efektif tidak hanya 

bergantung pada metode deduktif yang usung oleh ushul fikih yang lebih 

rumit penerapannya. 

 Dari keterangan tersebut jelas bahwa hukum Islam sangat terbuka 

dengan perubahan sosial, hukum Islam selalu berusaha mengikuti perubahan 

yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini al-Qarrafi secara tegas 

mengatakan bahwa kapanpun adat berubah, maka para ahli hukum harus 

mengimplementasikan perubahan-perubahan tersebut dalam putusan hukum 

mereka. Ia bahkan sampai mengatakan seseorang berada dalam kesesatan jika 

mengikuti pendapat-pendapat hukum tanpa memperhatikan adat yang ada 

dalam masyarakat.
14

   

                                                           
13

 Ibid., 242. 
14

 Ratno Lukito, Pergumulan antrara Hukum Islam dan Adat di Indonesia (Jakarta: INIS, 

1998),25. 
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Sebagaimana hukum Islam, hukum barat juga memiliki konsep-

konsep tentang hukum dalam kaitannya dengan masyarakat atau perubahan 

sosial. Dalam sejarahnya filsafat hukum barat tidak ada kesepakatan 

mengenai konsep hukum. masing-masing aliran memiliki sudut pandang 

sendiri yang berbeda dengan sudut pandang aliran yang lain, sehingga 

terkesan saling bantah-bantahan antar aliran filsafat hukum barat.
15

 Oleh 

sebab itu hal perbedaan mendasar dari hukum Islam dan hukum barat adalah 

bahwa di dalam hukum Islam sudah ada kesepakatan tentang hakikat hukum 

sedangkan di barat tidak ada kesepakatan tentang hakikat hukum. 

Salah satu aliran yang mendominasi dalam sejarah pemikiran hukum 

barat adalah aliran positivisme hukum. Hukum menurut aliran positivisme  

adalah a command of law givers
16

 (perintah dari pembentuk undang-undang 

atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan 

tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu 

sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical system)
17

. 

Dari tesis inilah kemundian hukum dianggap tidak memiliki relavansi 

dengan realitasnya dimasyarakat. Hukum hanya dipandang sebagai perintah 

yang dibuat oleh orang atau sekelompok orang yang diberikan kewenangan 

untuk itu. Hukum dilepaskan dari realitas sosialnya, hukum harus dibersihkan 

dari anasir-anasir yang tidak yuridis, yaitu anasir etis, sosiologis, politis, dan 

                                                           
15

 Di antara aliran filsafat hukum barat antara lain : aliran hukum alam, aliran positivisme hukum, 

aliran utilitarianisme, mazhab sejarah, aliran sosiological jurisprudence, dan aliran realisme hukum 

lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum (Bandung: Mandar Maju, 

2002).  
16

 Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum 

Indonesia (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1996),  113. 
17

 Abdul Ghafur Anshori, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 93. 
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historis. Hukum itu adalah sebagaimana adanya, yaitu terdapat dalam 

berbagai peraturan ada. Oleh karena itu yang dipersoalkan bukanlah 

bagaimana hukum itu seharusnya melainkan apa hukumnya.
18

 Oleh karena itu 

muncullah berbagai tanggapan untuk menyanggah pemikiran hukum dari 

aliran positivisme. Salah satunya adalah aliran sosiological jurisprudence. 

Berbeda dengan positivisme aliran sosiological jurisprudence 

memandang hukum tidaklah dibuat oleh penguasa, tetapi ia lahir dan 

berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Tiap masyarakat memiliki 

Volksgeist yang ia tasfirkan sebagai fakta-fakta hukum (Rechtstatsachen) dan 

hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ia juga memberi sumbangan yang 

penting terhadap metode hukum secara sosiologis.
19

. Menurur Erhlich 

sosiologi hukum dengan jelas menciptakan tesis bahwa pusat perkembangan 

hukum dalam zaman kita ini, sebagaimana halnya zaman yang lain, tidak 

harus dicari dalam undang-undang, jurisprudensi atau, dalam doktrin, lebih 

umum lagi dalam sistem peraturan manapun, melainkan dalam masyarakat itu 

sendiri.
20

  

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Ehrlich membedakan 

antara hukum yang digunakan untuk menentukan keputusan-keputusan dan 

hukum sebagai peraturan tingkah laku yang dipakai oleh anggota masyarakat 

dalam hubungannya satu sama lain. Dalam hubungan ini Ehrlich mengajukan 

konsep hukum yang hidup yang masih sering dipakai sampai sekarang. 

                                                           
18

 Rasjidi, Pengantar, 60. 
19

 W. Friedmann, Teori dan Filsafat hukum; Idealisme Filosofis dan Problema keadilan, jilid II 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 104. 
20

 Georges Gurvitch, Sosiologi  Hukum (Jakarta: PT Bhatara Niaga Media, 1996), 143-135. 
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Hukum yang demikian itu tidak dapat ditemukan di dalam bahan-bahan 

hukum formal, melainkan diluarnya, di dalam masyarakat sendiri.
21

 Ehrlich 

menegaskan bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku efektif apabila 

berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.
22

   

Roscoe Pound tokoh utama dalam aliran sosiological jurisprudence 

sering menggunakan istilah engineering  dalam konsep hukumnya. Tujuan 

social engineering adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat 

sedemikian rupa, sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan 

kebutuhan-kebutuhan, dengan seminimum mungkin benturan dan 

pemborosan. Untuk menggarap lebih lanjut pendapatnya itu, pound 

mengembangkan suatu daftar kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh 

hukum. kepentingan itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kepentingan-

kepentingan umum, kepentingan-kepentingan sosial dan kepentingan-

kepentingan pribadi.
23

 

Kepentingan-kepentingan umum meliputi kepentingan terhadap 

negara sebagai suatu badan yuridis, kepentingan terhadap negara sebagai 

penjaga dari kepentingan sosial. Sedangkan kepentingan-kepentingan 

perseorangan terdiri dari kepentingan pribadi (fisik, kebebasan kemauan, 

kehormatan, privasi, kepercayaan dan pendapat), kepentingan hubungan 

domestik (orang tua, anak, suami, istri), kepentingan substansi (milik, 

kontrak, usaha, keuntungan, pekerjaan, hubungasn dengan orang). 

                                                           
21

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Aditya Bhakti, 2006), 297. 
22

 Rasjidi, Pengantar, 66. 
23

 W. Friedmann, Teori dan Filsafat hukum; Idealisme Filosofis dan Problema keadilan, jilid II 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 141. 
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Kepentingan sosial meliputi keamanan umum, kemanan dari instirusi-institusi 

sosial, moral umum, pengamanan sumber-sumber daya sosial, kemajuan 

sosial, kehidupan individu (pernyataan diri, kesempatan, dan kondisi 

kehidupan).
24

 

Dari klasifikasi tersebut, dapat ditarik dua hal. Pertama, Pound 

mengikuti garis pemikiran yang berasal dari Von Jhering dan Bentham, yaitu 

berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan ke arah tujuan sosial dan 

sebagai alat dalam perkembangan sosial. Penggolongan kepentingan tersebut 

sebenarnya dapat pula digolongkan sebagai penganut Utilitarianisme sebagai 

penerus Jhering dan Bentham.
25

  

Kedua, klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis 

hukum, sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim, pengacara dan 

pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait 

dalam tiap-tiap persoalan khusus. Dengan perkataan lain klasifikasi itu 

membantu menghubungkan antara prinsip hukum dan praktiknya. 

Dari pemikiran dua tokoh sosiological juriprudence di atas sangat 

jelas bahwa mereka sangat mementingkan aspek sosial dalam hukum, baik 

dalam aspek teoritik yaitu pada proses pembuatan undang-undang atau dalam 

aspek praktis yaitu penerapan undang-undang itu sendiri.  

Pound sebagai pentolan aliran ini mengedepankan sebuah konsep 

hukum sebagai rekayasa sosial atau biasa disebut dengan social engeenering. 

Pound hakikatnya memberikan koreksi terhdap pandangan yang melihat 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Darmodiharjo, pokok, 130. 
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hukum itu sebagai sistem peraturan yang abstrak, yang tidak ingin berurusan 

dengan tujuan-tujuan sosial yang ingin dicapai oleh hukum. pendapat atau 

uraian Pound yang mewakili aliran sosiologis tersebut dapat dijumpai pada 

tulisannya Scope and Purpose of sosiological jurisprudence, yang 

mengemukakan enam hal yang harus dilakukan oleh seorang ahli hukum 

penganut aliran sosiologis, adalah :
26

 

1. Memperlajari efek sosial yang nyata dari lemabga-lembaga serta ajaran-

ajaran hukum. 

2. Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan-peraturan 

hukum menjadi efektif. 

4. Memperhatiakn sejarah hukum yaitu studi itu tidak hanya menganai 

bagaimana ajaran-ajaran itu terbentuk dan berkembang serta kesemuanya 

dipandang sekedar sebagai bahan kajian hukum melainkan tentang efek 

sosial apa yng ditimbulkan oleh ajaran-ajaran hukum itu pada masa lalu 

dan bagaimana caranya menimbulkan itu. 

5. Pentingnya melakukan penyelesaian individual secara ketemu nalar 

selama ini masah lebih sering dikorbankan demi mencapai suatu tingkat 

kepastian yang sebetulnya tak mungkin. 

                                                           
26

 George Gurvitch, Sosiologi Hukum (Jakarta: BHRATARA, 1996),142-143. 
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6. Pada akhirnya semua tuntutan diatas hanyalah sarana-sarana untuk 

mencapai suatu tujuan, yaitu tentang bagamana mengusahakan secara 

lebih efektif agar tercapai tujuan-tujuan hukum itu.  

Dengan menurunkan secara agak lengkap enam titik dari Poud 

tersebut dimaksudkan agar diperoleh gambaran tentang apa yang sebetulnya 

dikehendaki dan tidak dikehendaki oleh penggunaan hukum sebagan sarana 

social engineering tersebut. Dari enam program di atas, ada dua pasal yang 

berhubungan dengan penilaian-penilaian teoritis mengenai kenyataan sosial 

hukum (tentang akibat sosial hukum), dan telaah sosiologis tentang sejarah 

hukum. pasal yang lain adalah penggunaan hasil sosiologi hukum untuk 

pekerjaan seorang hakim atau pembuat undang-undang.
27

 

Pendapat yang sama juga diberikan oleh Cardozo. Ia  beranggapan, 

berbagai kekuatan sosial mempunyai pengaruh instrumental terhadap 

pembentukan hukum, sperti, logika, sejarah, adat istiadat, kegunaan dan 

standar moralitas yang telah diakui. Menurutnya perkembangan hukum 

hukum sebagai gejala sejarah ditentukan oleh perubahan-perubahan dalam 

masyarakat, serta pandangan masyarakat mengenai adat istiadat dan standar 

moralitas. Ia beranggapan, para hakim dan legislator harus senantiasa 

mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial serta masalah-masalah sosial 

dalam pembentukan hukum.
28

 

Prinsip-prinsip sosiologi menurut Cardozo harus dipergunakan, agar 

hukum selalu serasi dengan kebutuhan-kebutuhan sosial dan cita-cita tertib 
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 Darmodiharjo, pokok, 140. 
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sosial. Bagi Cardozo, hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan masyarakat, sedangkan legislator harus mendapatkan pengetahuan 

mengenai perubahan dari pengalaman serta studi terhadap kehidupan maupun 

percerminannya.
29

 

Apa yang dikemukakan oleh Cardozo memberikan penjelasan bahwa 

pendekatan sosiologis dalam aliran sosiological jurisprudence juga 

memperhatikan dalam bidang penerapan hukum. Bagi para legislator yang 

bekerja membuat undang-undang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan yang ada di dalam masyarakat, begitu juga untuk para hakim yang 

menerapkan undang-undang pada kasus spesifik, harus mempertimbangkan 

nilai-nilai yang selalu berkembang dalam masyarakat agar undang-undang 

tidal kehilangan relevansinya terhadap realitas sosialnya. 

Dari kedua pemikiran tentang pengaruh perubahan sosial terhadap 

hukum baik dari sudut pandang hukum Islam ataupun hukum barat, dapat 

diketahui bahwa pada dasarnya pemikiran tentang aspek sosial dalam hukum 

telah ada dalam sejarah hukum Islam jauh sebelum pemikiran hukum barat 

mulai mengkaji terhadap aspek sosial dalam hukum tersebut. Ibnu Qoyyim 

telah merumuskan pengaruh perubahan sosial terhadap hukum pada abad 

keempat belas dengan membuat sebuah kaidah Taghayyur Al-Ahka<m bi> 

Taghayyur al-Azminah, wa al-Amkinah, wa al-Ahwa>l wa al-Niya>t wa al-

Awa>’id. Yang kemudian dikembangkan oleh beberapa ulama yang lain. 

Sedangkan dalam tradisi hukum barat, aspek sosiologis dari hukum ini oleh 

                                                           
29

 Ibid. 
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Eugen Ehrlich dikaji pada pertengahan abad kesembilan belas. Dan 

dikembangkan oleh Roscoe Pound pada akhir abad kesembilan belas.  

Dalam hal ini sebenarnya tradisi pemikiran hukum Islam tidak kalah 

dengan pemikiran hukum barat. Walaupun aspek keTuhanan masih melekat 

pada hukum Islam, tetapi pengembangan hukum Islam sangat tergantung 

pada aspek sosial yang menjadi tempat diberlakukannya hukum Islam.     

B. Persamaan Dan Perbedaan Konsep Hukum Menurut Kaidah Taghayyur 

Al-Ahka<m Bi> Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwa<L Wa 

Al-Niya<T Wa Al-‘Awa<Id  Dengan Aliran  Sosiological Jurisprudence 

Dari penjelasan tentang konsep hukum baik menurut kaidah 

taghayyur al-ahka<m bi> taghayyur al-azminah, wa al-amkinah, wa al-ahwa<l 

wa al-niya<t wa al-‘awa<id  maupun aliran  sosiological jurisprudence.  Dapat 

diketahui beberapa persamaan dan perbedaan diantara keduanya.  

Persamaan dari konsep hukum dari kedua paradigma itu terdapat 

pada tataran teoritik ataupun praktis. Secara teoritik kedua paradigma ini 

ingin memberikan sebuah gagasan tentang hukum yang tidak bisa lepas dari 

masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan. Artinya hukum harus 

memenuhi aspek sosialnya, secara metode hal ini mengarah pada teleologis. 

Hukum harus selalu dikaitkan dengan tujuan sosialnya.  

Hukum Islam walaupun konsep dasarnya adalah hukum Tuhan 

akan tetapi dalam praktik dan penerapannya harus tetap mempertimbangkan 

kemaslahatan manusia sebagai subyek hukumnya. Oleh karena itu hukum 

Islam juga selalu mengikuti perubahan yang ada di dalam masyarakat. hal ini 
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tercermin dalam kaidah Taghayyur al-Ahka<m bi> Taghayyur al-Azminah, wa 

al-Amkinah, wa Al-Ahwa<l wa al-Niya<T wa al-‘Awa<’id.  

Begitu juga hukum menurut aliran sosiological jurisprudence tidak 

bisa lepas dari masyarakat dimana hukum itu berkembang. Menurut aliran ini 

hukum positif akan berlaku dengan baik jika selaras dengan hukum yang 

hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam merumuskan hukum para 

legislator harus memperhatikan kepentingan-kepentingan dan perubahan-

perubhan yang ada pada masyarakat.  

Sedangkan pada tataran praktis kedua paradigma ini sama-sama 

berbicara tentang efektifitas hukum. hukum Islam yang sumbernya terbatas 

membuat sebuah terobosan metode induktif dengan membuta kaidah umum 

yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang tidak dapat dijangkau oleh 

nas}.  Ada dua fungsi dari al-qawa>’id al-fiqhi>yah : pertama, agar ayat-ayat dan 

hadis itu terlepas dari kaitan kontekstualnya. Dengan cara ini daya cakupnya 

menjadi lebih luas tidak terikat pada konteks dimana ayat itu diturunkan saja. 

Kedua, memperluas lebih lanjut daya cakup nas itu sendiri , sehingga nas bisa 

berlaku untuk banyak kasus lain.
30

 Kedua fungsi ini jelas kaitannya dengan 

efektifitas hukum Islam dalam menjawab masalah-masalah baru yang muncul 

akibat perubahan sosial.  

pada aliran sosiological jurisprudence juga menekankan kepada 

hakim dalam menerapan hukumnya untuk tetap mempertimbangkan nilai-

nilai yang ada pada masyarakat agar hukum bisa efektif di dalam masyarakat. 

                                                           
30
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seperti yang dikatakan oleh Ehrlich bahwa hukum positif akan memiliki daya 

berlaku efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup di 

dalam masyarakat.
31

 

Perbedaan dari kedua paradigma ini terletak pada sumber hukum. 

hukum Islam jelas sumbernya adalah al-Qur‟an dan hadis yang keduanya 

merupakan wahyu dari Tuhan, sedangkan aliran sosiological jurisprudece 

yang sebenarnya adalah masih nmengakui positivisme hukum, maka sumber 

hukum menurut mereka adalah undang-undang yang dibuat oleh orang atau 

kelompok yang diberi kewenangan. Yang pada akhirnya tetap hukum Islam 

adalah hukum Tuhan yang bersumber pada wahyu sedangkan hukum barat 

adalah hukum buatan manusia yang bersumber pada akal. 

Perbedaan kedua terletak pada cakupan perubahan. Dalam kaidah 

Taghayyur al-Ahka<m bi> Taghayyur al-Azminah, wa al-Amkinah, wa Al-

Ahwa<l wa al-Niya<T wa al-‘Awa<’id, perubahan hanya terjadi pada bagian 

hukum Islam yang flexible, bukan pada seluruh bangunan hukum Islam. 

Yang oleh Nyazee disebut dengan istilah fixed part dan flexible part.atau 

gagasan qat’I dan z{anni< dalam konteks ilmu Ushu>l fiqh. Dalam hal ini 

Nyazee menggambarkan Sebagaimana batang sebuah pohon, hukum Isalm 

memiliki bagian yang kukuh dan baku, dan sebagaimana cabang-cabang dan 

dedaunan, hukum Islam memiliki bagian yang berubah bentuk dan warna 

pada setiap musim. Bagian baku dari pohon terletak lebih dekat dengan akar. 

Memotong bagian itu tentu saja membahayakan pohon itu sendiri. 

                                                           
31

 Rasjidi, Pengantar, 66. 
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Sebagaiman sebuah batang pohon, bagian baku dari hukum Islam telah 

tumbuh langsung dari kaar atau sumbernya. Mengubah bagian baku ini akan 

memengaruhi watak dari sistem hukum itu sendiri. Sebagaimana cabang-

cabang dari pohon, bagian lentur dari hukum telah berubah seiring pergantian 

waktu, kadang-kadnag mengahsilkan buah yang melimpah dan terkadnag 

berkurang.
32

 

Sedangkan dalam aliran sosiological jurisprudence, tidak ada batasan 

wilayah hukum yang berubah. Hukum secara keseluruhan harus selalu 

mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. 

semua sebagaiman Pound menjelaskan perkembangan hukum sesuai dengan 

perkembangan masyarakatnya.
33
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 Nyazee, Theories, 52. 
33

 Penjelasan tentang perubahan konsep hukum telah dipaparkan di BAB II, setidaknya ada 12 

konsep perubahan hukum yang dijelaskan oleh Pound. Mulai dari hukum yang berdasarkan pada 

kekuatan ilahiyah di luar kekuasaan manusia, sampai hukum yang di dasarkan pada prinsip-prinsip 

sosial dan ekonomi. Lihat Roscoe pound, Pengantar Filsafat Hukum, terj. Mohamad Radjab 

(Jakarta: PT. Bhratara Niaga Media, 1996), 26. 


